BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pemerintah desa sakra sudah baik dalam menyampaikan
informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat, dan didukung oleh
akses informasi yang terbuka. Dilihat dari kebutuhan dan permasalahan
yang terjadi di desa sakra, pemerintah desa menggunakan anggaran secara
efektif dengan membelanjakan pada pengadaan truk sampah. Tetapi dalam
pengadaan truk sampah ada anggaran yang signifikan berubah.

2. Pemerintah desa sudah mengikuti regulasi baik dari pemerintah pusat
maupun daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan.
Dan pemerintah sedang mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian
dan realisasi penggunaan dana desa dengan adanya bukti dokumentasi
realisasi anggaran. Bidang pendidikan pemerintah desa mempunyai
perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat desa sakra.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yeng telah dibuat dan dijelaskan, maka
penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada pemerintah desa sebaiknya membuat kode etik
pemerintah desa yang dimana itu adalah pedoman sikap, perilaku,
perbuatan, tulisan dan ucapan aparat pemerintah delsa dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
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2. Diharapkan kepada aparatur desa sakra untuk selalu mengupdate informasi
terbaru di laman publikasi desa, mengenai penggunaan dana desa dan
penyelenggaraan pemerintah desa agar memudahkan masyarakat yang
berada di desa sakra maupun diluar desa dapat mengakses informasi
tersebut.

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, mampu mengidentifikasi
program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal
tersebut dimaksud agar peneliti selnajutnya dapat memberikan gambaran

spesifik mengenai program-program yang direalisasikan desa.
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Undang-Undang
UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2019

Permendagri nomor 20 tahun 2018

Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014
Permendagri nomor 77 tahun 2020 pasal 4 ayat 7
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Menteri desa dan PDTT Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2019
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Lampiran 1. Surat Perizinan Pengambilan Data
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Lampiran 2. Kegiatan Penyaluran BLT kepada masyarakat desa sakra
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Lampiran 3. Tanda Bukti Pengeluaran Uang
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Lampiran 4. Kegiatan Musyawarah Dusun dan Desa
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Lampiran 5. Perpustaan Desa Sakra
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Lampiran 6. BUMDES Pemerintah Desa Unit Simpan Pinjam

W/W

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Prof. M. Yamin, SH Telphone (0376) 21034
SELONG
Selong; 0T Februari 2023
Nomor ! 800 / 66 /KOPUKM/2023 Kepada
Iﬁzrr?}?;{an : IW T toic Pél — Yth. Lm;gh{)l(epala Desa
: nyaluran se-Kabupaten L i
KUR Syari’ah Subsidi Pemerintah Tg_“Si“;":lg;?‘g-ombOk T
i -
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalarmualaikum Wr. Wb.
Mengacu  kepada  Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor
188.45/181/KUKM/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Bank Atas
i an=iredi aha- 2 >laku Mikro, Kecil Dan Menengah

tuang dalam lampiran IT

permohonan bantuan subsidi bunga

~ ukan kepada Bupati Lombok Timur melalui Kepala Dinas Koperasi dan
 UKM Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya diverfikasi dan direkapitulast,
setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya diserahkan ke PT.

Pegadaian Cabang Selong.
Sehubungan dengan hal tersebuat di atas dimohon kepada Lurah / Kepala Desa
se-Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan sosialisasi Program Lombok Timur

Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) dari Pemerintah

Kabupaten Lombok Timur kepada Warga Masyarakat khususnya pelaku UMKM di

wilayah kerja masing-macing dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :

a. Permohonan KUR Syari’ah maksimal Rp. 10.000.000, - (Sepuluh Juta Rupiah)
ditandatangani diatas materai Rp.10.000,-;

. Tidak memiliki pinjaman di Bank Lainnya;

. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ;

. Foto Copy Kartu Keluarga;

. Foto Copy Surat Nikah (bagi yang ada/sudah berkeluarga atau surat keterangan dari

Desa setempat); ;

Foto Copy Surat Keterangan Izin Usaha dari Desa;

Pas Photo 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 lembar;

. Semua persyaratan point a sampai f dilengkapi masing-masing pemohon.

ﬂm&jm atas perhatian dan kerjasama yang baik kami di

Wabillahhitauflg Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

o AcC o

=@

)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bupati Lombok Timur di Selong;

Wakil Bupati Lombok Timur di Selong;

Kepala BPKAD Kab. Lombok Timur di Sclong;

Pimpinan PT. Pegadian Kantor Area Ampenan di Ampenan;

Pimpinan Cabang PT. Pegadian Cabang Selong di Selong;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Timur di Selong;
g?s"il;t se-Kabupaten Lombok Timur masing-masing di tempat;

BNOGRWN
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Lampiran 7. Desaign Truk Pengadaan Sanitasi Lingkungan
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Lampiran 8. Baliho APBDes Tahun 2022
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Lampiran 9. Dokumentasi Hasil Pengumpulan Data Metode Wawancara
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